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ABSTRAK 

 

Alfaresa Grezy Christyan / 37160379 / 2021 / Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Audit di 

Kantor Akuntan Publik Studi pada Kantor Akuntan Publik TWIT / Dr. Carmel Meiden, S.E., Ak., 

M.Si., CA 

 

Sistem pengendalian mutu adalah pengendalian yang melibatkan pengembangan sistem untuk 

memastikan produk atau jasa yang diberikan atau dirancang sudah memenuhi persyaratan yang 

ada. Pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai tinjauan kualitas dari faktor-faktor yang ada 

dan terlibat dalam kegiatan jasa. Adanya banyak masalah pelanggaran Standar pengendalian mutu 

yang terjadi, yang membuat hasil audit tidak sesuai dengan standar yang ada. Standar pengendalian 

mutu Kantor Akuntan Publik memberikan panduan atau aturan untuk Kantor Akuntan Publik 

dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang diberikan atau dihasilkan dengan mematuhi 

standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik 

Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh 

IAPI. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan 3 dari 9 unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan 

Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan 

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik pada jasa audit yaitu: independensi, pemekerjaan 

(hiring), pengembangan profesional. Penelitian Sistem Pengendalian Mutu yang diteliti meliputi 

tujuan, kebijakan, prosedur, dan dokumen. 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik TWIT. Responden yang 

diambil adalah Managing partner, partner dan staff di KAP. Teknik pengambilan data dilakukan 

dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh penulis. Teknik 

uji data yang dilakukan dengan membandingkan dengan standar pengendalian mutu yang ada yang 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. 

Hasil Pengujian yang dilakukan menyatakan bahwa unsur pengendalian mutu konsultasi, 

supervisi, pemekerjaan, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, inspeksi sudah diterapkan 

dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan IAPI. Unsur pengendalian mutu 

pengembangan profesional, independensi, penugasan personel belum diterapkan dengan baik. 

Tingkat Kepatuhan independensi adalah 60% masuk kelas rendah, Pemekerjaan 33,37% dan 

pengembangan profesional  50% yang masuk ke katogeri sangat rendah. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjulam bahwa sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan 

Publik TWIT belum semuanya dilakukan sesuai standar yang ada yang diterbitkan Institut 

Akuntan Publik Indonesia dan sudah cukup teratur. Saran untuk KAP diharapkan meningkatkan 

Sistem Pengendalian Mutu yang sudah ada. 

 

Kata kunci: sistem pengendalian mutu, kantor akuntan publik, standar pengendalian mutu 



ABSTRACT 

 

Alfaresa Grezy Christyan / 37160379/2021 / Implementation of the Audit Quality Control System 

in the Study Public Accountant Firm at the TWIT Public Accounting Firm / Dr. Carmel Meiden, 

S.E., Ak., M.Si., CA 

 

A quality control system is a control that involves developing a system to ensure that the product 

or service provided or designed meets existing requirements. The point is to make the entity a 

review of the quality of the factors that are involved in service activities. There are many problems 

that occur violations of quality control standards, which make the audit results not in accordance 

with existing standards. The quality control standards of the Public Accounting Firm provide 

guidelines or rules for the Public Accounting Firm in carrying out control of the quality of services 

provided or produced by complying with the standards issued by the Professional Standards Board 

for Public Accountants of the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (DSPAP IAPI) 

and the Code of Ethics for the Public Accountants Compartment issued. by IAPI. 

This research was conducted based on 3 of the 9 elements of quality control that must be applied 

by the Public Accounting Firm published by the Public Accountants Professional Standards Board 

and the Public Accountants Compartment Ethics Rules for audit services, namely: independence, 

hiring, professional development The Quality Control System research under study includes 

objectives, policies, procedures, and documents. 

The research object in this study is the TWIT Public Accounting Firm. Respondents taken were 

managing partners, partners and staff at KAP. The data collection technique was carried out by 

interview and observation methods in accordance with the criteria made by the author. The data 

test technique is carried out by comparing with the existing quality control standards set by the 

Indonesian Institute of Certified Public Accountants. 

The results of the tests carried out stated that the elements of quality control in consultation, 

supervision, employment, promotion, acceptance and sustainability of clients, inspections have 

been implemented properly in accordance with the standards set by IAPI. The elements of quality 

control for professional development, independence, and personnel assignments have not been 

implemented properly. The level of independence of compliance is 60% entering the low class, 

33.37% employment and 50% professional development who enter the very low category. 

The conclusion of this study shows that the quality control system in the TWIT Public Accounting 

Firm has not all been carried out according to the existing standards issued by the Indonesian 

Institute of Certified Public Accountants and is quite regular. Suggestions for KAP are expected 

to improve the existing Quality Control System. 

 

 

Keywords: quality control system, public accounting firm, quality control standards 

 



BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Adanya keanekaragaman jenis entitas tersebut yang harus diikuti dan dipahami oleh 

pihak yang berkepentingan, agar tidak terjadi kesalahan dari setiap entitas. Salah satu 

indikator untuk melihat sehat atau tidaknya kualitas dari entitas perusahaan, masyarakat 

dapat melihatnya dari opini auditor. Opini auditor yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan 

Publik. (Junaidi & Nurdiono, 2016) 

Menurut Rendy, Jullie, Ventje (2013) Etika Profesi Auditor yaitu : “Etika Profesi 

Auditor adalah sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk 

aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau 

mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik”. Salah satunya yaitu auditor 

dalam membuat opini harus menjalankan tahapan-tahapan yang dijalankan, sehingga, 

dapat menghasilkan opini yang benar-benar sesuai dengan keadaannya. Auditor dengan 

kompetensi dan keprofesionalnya dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi dalam laporan keuangannya. Opini yang dikeluarkan auditor memberikan 

keyakinan yang lebih untuk membuat keputusan. 

Auditor dalam menjalankan profesinya, auditor mempunyai pedoman standar yaitu 

standar professional akuntan publik yang merupakan ketentuan pedoman audit. Standar 

umum yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan seorang auditor. Standar pekerjaan 

lapangan yang mencakupi hal-hal yang dikerjakan dalam suatu aktivitas audit. Standar 

pelaporan mencakup hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan hasil audit. 

 



Auditor eksternal juga harus membuat opini audit, opini audit harus dibuat sesuai 

dengan yang sudah di tetapkan dalam SA 700 (IAPI, 2011). auditor harus menjalankan 

tahapan-tahapan yang harus dijalankan. Auditor harus memastikan bahwa laporan 

keuangan yang telah dibuat manajemen mencakup kewajaran atau tidak, membuat 

kerugian atau tidak. Laporan keuangan yang telah di audit serta opini audit akan digunakan 

oleh pemegang saham dan manajemen sebagai acuan atau salah satu pertumbangan dalam 

mengambil keputusan entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan yang telah diaudit harus 

memenuhi kriteria andal, relevan, dapat dipercaya, dan tepat waktu dalam penyajiannya 

sehingga pemakai laporan keuangan akan lebih yakin dan percaya. Sistem pengendalian 

mutu digunakan sebagai control kualitas untuk memastikan produk dan jasa yang telah 

dibuat atau dirancang sudah sesuai atau melebihi standar yang ada. 

Menurut daftar yang tertulis di Otoritas Jasa Keuangan (Ikhwan et al., 2020) dan 

buku direktori KAP (IAPI, 2020) ada 781 Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di seluruh 

Indonesia. Dari 781 kantor akuntan publik yang terdaftar di Indonesia ada 10 akuntan 

publik yang termasuk persekutuan internasional atau kantor akuntan publik besar dan 

sisanya termasuk dalam kantor akuntan publik perseorangan dan kantor akuntan publik 

persekutuan firma. 

Saat ini, terdapat beberapa kasus pelanggaran jasa akuntan publik yang berdampak 

merugikan kepentingan publik. Kementerian Keuangan memeriksa akuntan publik dari dua 

kantor akuntan (KAP) yang merupakan auditor eksternal tahun 2015-2017 perusahaan 

asuransi Jiwasraya. Merujuk Laporan Keuangan Jiwasraya, KAP yang mengaudit adalah 

mitra Pricewaterhousecoppers. Selain itu pada April 2019, Kementerian Keuangan melalui 

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), menemukan kejanggalan dalam pelaporan 



keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) periode 2017. Audit laporan keuangan 

AISA tahun buku 2017 itu adalah Ernst & Young (EY). Yang terbaru, pada Juni 2019, 

Kementrian keuangan memasuki tahap finalisasi terhadap pemeriksaan auditor laporan 

keuangan 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Jika ada pelanggaran dalam standar 

pencatatan keuangan Garuda, akan ada sanksi untuk auditornya yaitu KAP Tanubrata 

Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan. (Keuangan Kontan, 2019) 

Karena melihat pentingnya peran dari kantor akuntan publik. Kantor Akuntan 

Publik (KAP) harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan 

kepercayaan kepada publik, yaitu melalui sistem pengendalian mutu. Sistem pengendalian 

mutu ini berperan untuk meminimalisir kegagalan atau memaksimalkan pemberian jasa 

akuntan publik, serta meningkatkan kualitas audit dari suatu KAP. Peranan sistem 

pengendalian mutu harus menyeluruh pada semua jasa yang diberikan oleh KAP. Menurut 

International Standard on Quality Control (ISQC) (IFAC, 2009) , pelaksanaan sistem 

pengendalian mutu bertujuan memberi jasa asurans yang layak bahwa KAP dan staf 

akuntan publiknya mematuhi standar-standar profesional serta kewajiban hukum atau 

ketentuan dari undang-undang yang berlaku dan kewajiban yang telah ditetapkan regulator, 

juga laporan audit yang dikeluarkan KAP telah sesuai dengan situasi yang ada. Menurut 

Seanwright & Young (1996) definisi kualitas berpusat pada produk atau jasa sesuai dengan 

spesifikasi desain yang objektif atau dalam tingkat cacat produksi yang dapat diterima. 

Kantor Akuntan Publik menjaga kualitas karyawan dan auditornya untuk 

memastikan kualitas pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan auditor tersebut memenuhi 

standar yang ada atau telah ditetapkan. Sistem pengendalian mutu memang sangat penting 



dalam menghasilkan jasa dari sistem audit yang dilaksanakan maka dari itu dibuat standar 

sistem pengendalian mutu yaitu: Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011).  

Kantor Akuntan Publik sudah memperhatikan sistem pengendalian mutu yang 

dimana salah satu syarat untuk membangun sebuah KAP dibutuhkan buku manual sistem 

pengendalian mutu. Pada setiap proses audit yang dilakukan harus dilakukan pengendalian 

mutu secara bersamaan. Pada dasarnya, penerapan sistem pengendalian mutu pada Kantor 

Akuntan Publik yang baik adalah tergantung dari persepsi beberapa auditor di dalamnya 

terhadap sistem pengendalian mutu yang ada.  

Jika pandangan beberapa auditor tentang sistem pengendalian mutu sudah benar 

dan baik, dan tidak menganggapnya sebagai suatu bentuk, maka mereka telah memenuhi 

tugas profesionalnya yang diatur dalam sembilan unsur sistem pengendalian mutu Kantor 

Akuntan Publik. Menurut Smith (1993) Kualitas adalah kebaikan atau kesempurnaan 

sesuatu. Itu dinilai terhadap diterima standar kelayakan untuk hal-hal semacam itu dan 

bertentangan dengan kepentingan pengguna dan lainnya pemangku kepentingan. Menurut 

Reeves & Bednar, (1994) Konstruksi kualitas ruang begitu luas dan mencakup begitu 

banyak komponen yang bakal ada utilitas kecil dalam model apa pun yang mencoba 

mencakup semuanya, termasuk kualitas kontrol. 

Adanya Standar pengendalian mutu ini merupakan sarana bagi IAPI dalam 

mereview kualitas jasa asurans dan jasa audit yang dapat diberikan oleh KAP. Menurut 

SPAP (2013) dalam SPM seksi 100 terdapat Sembilan unsur-unsur prosedur dalam 

penerapan sistem pengendalian mutu di suatu Kantor Akuntan Publik. Kesembilan unsur 



tersebut adalah independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, 

pengembangan profesional, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi. SPM 

Kantor Akuntan Publik TWIT dibentuk tahun 2013 dengan keputusan mentri keuangan 

yaitu KMK Nomor 602/KM.1/2013 bersamaan dengan berdirinya KAP ini harus ada 

landasan yaitu SPM untuk membangun KAP ini. 

Pemilihan Kantor Akuntan publik (KAP) Tendy Wato & Ifen Tjhai jakarta sebagai 

objek penelitian dikarenakan KAP ini termasuk kedalam KAP berbentuk badan 

persekutuan firma yang dimana dimiliki oleh 2 orang partner, dan juga KAP ini terdaftar 

didalam daftar OJK yang membuat KAP ini harus menghasilkan audit yang berkualitas 

yang dilandaskan standar pengendalian mutu yang baik. Dalam observasi peneliti adanya 

ketidakseimbangan jumlah karyawan yang bekerja pada setiap proses auditnya, kurangnya 

pengawasan dalam Sistem Pengendalian Mutu, adanya perekrutan yang tidak sesuai 

dengan standar yang telah dibuat. Selain itu alasan peneliti memilih obyek penelitian 

karena pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam wawancara dan observasi 

langsung kepada narasumber, yang bertujuan agar informasi yang didapat bisa meyakinkan 

peneliti terkait sistem pengendalian mutu yang berjalan. Begitu juga dengan wilayahnya 

yang berada di Jakarta yang termasuk dengan pusat bisnis yang kebanyakan perusahaan 

membutuhkan jasa audit dengan kepercayaan publik yang tinggi.  

Dari hal tersebut peneliti  akan meneliti terhadap penerapan sistem pengendalian 

mutu di Kantor Akuntan Publik TWIT berdasarkan SPAP. Diharapkan dengan adanya 

penelitian ini KAP Tendy Wato & Ifen Tjhai dapat meningkatkan mutu atas jasa-jasa yang 

diberikan, sehingga publik dan entitas-entitas perusaahan yang menjadi klien mendapatkan 



manfaat. Begitu juga dengan KAP Tendy Wato & Ifen Tjhai dapat meningkatkan 

Kompetensi dan pengendalian mutunya secara professional. 

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui penerapan 

dan kepatuhan auditor pada Kantor Akuntan Publik di dalam penerapan sistem 

pengendalian mutunya. Penelitian ini diberi judul “Penerapan Sistem Pengendalian Mutu 

Audit di Kantor Akuntan Publik TWIT” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan observasi peneliti, peneliti mengidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut :  

1. Penerapan pengendalian mutu yang belum berjalan dengan baik. 

2. Kurangnya pengawasan dalam sistem pengendalian mutu. 

3. Adanya perekrutan yang tidak sesuai dengan standar. 

4. Berapa tingkat kepatuhan mutu Independensi, Pengembangan Profesional, 

Pemekerjaan ? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya berfokus pada tingkat kepatuhan penerapan sistem pengendalian mutu 

audit yang terdapat 9 aspek mutu yang akan menjadi 3 aspek yang terpilih yang terdapat 

masalah didalam pengendalian mutunya yaitu independensi, pengembangan profesional, 

dan pemekerjaan di Kantor Akuntan Publik TWIT.  

D. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan dalam melakukan penelitian terdapat satu 

variabel: 



1. Objek Penelitian adalah Independensi, Pengembangan Profesional, dan Pemekerjaan 

dari unsur sistem pengendalian mutu di kantor akuntan publik TWIT dari wawancara 

dan dokumentasi karyawan 

2. Waktu yang digunakan bulan Maret 2020 – Desember 2020 

3. Lokasi penelitian adalah Kantor Akuntan Publik TWIT 

4. Unit Analisis yang dilakukan terhadap Sistem pengendalian mutu dengan 3 aspek yaitu 

independensi, pemekerjaan, dan pengembangan profesional 

5. Interview yang dilakukan kepada 3 responden 

6. Konteks penelitian yang dilakukan terhadap jasa assurance atau audit 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan batasan 

penelitian yang ditetapkan peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana tingkat kepatuhan Sistem Pengendalian Mutu audit yang dilaksanakan Kantor 

Akuntan Publik TWIT?” 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian 

mutu pada unsur independensi, pengembangan profesional, dan pemekerjaan di Kantor 

Akuntan Publik TWIT sudah sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu yang telah 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (yang disingkat IAPI) dan berapa tingkat 

kepatuhan sistem pengendalian mutu yang dilaksanakan Kantor Akuntan Publik TWIT? 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor 



Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan Kantor Akuntan Publik 

untuk meningkatkan penerapan pada sistem pengendalian mutu serta mengetahui 

tingkat kepatuhan sistem pengendalian mutu yang dilaksanakan oleh kantor. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini bisa dijadikan penambah ilmu pengetahuan dan referensi bacaan dibidang 

auditing dan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi mahasiswa terhadap 

tingkat kepatuhan dan pentingnya penerapan sistem pengendalian mutu audit pada 

Kantor Akuntan Publik. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat karya ilmiah dan menaruh gambaran umum 

tentang pentingnya penerapan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik dalam 

melakukan perencanaan-perencanaan dan penugasan audit juga pentingnya kepatuhan auditor 

terhadap standar yang sudah diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan sistem pengendalian mutu 

di Kantor Akuntan Publik TWIT  

Responden dalam Penelitian ini yaitu: 

1) Santhi Dharma (Staff) 

2) Ifen Tjhai, SE., CA., BKP., CPA. (Audit Partner) 

3) Dr. Tendy Wato, SE., SH., CA., CPA., MBA., MM., MKom., MSi., MH. (Owner & 

Managing Partner) 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan kuantitatif 

deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau perilaku yang diamati. Menurut Nazir (1988) dalam Buku Contoh Metode 

Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 

Menurut Sugiyono (2014) metode analisis deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

http://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/
http://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/


data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan 

pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena 

analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskrispsikan segala 

fenomena yang ada secara jelas. 

Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang tertera, yaitu 

untuk memperoleh data secara lengkap. Data yang telah didapat dari proses wawancara 

dan observasi adakan disajikan dengan bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata 

yang mudah dimengerti.  

C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 1 variabel yaitu sistem pengendalian mutu 

1. Sistem Pengendalian Mutu 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2013) SPM No.1 Kantor Akuntan 

Publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur 

pengendalian mutu dan hal-hal terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut. 

Pengendalian mutu Kantor Akuntan publik harus diterapkan oleh setiap Kantor Akuntan 

Publik yang melakukan jasa audit, atestasi, akuntansi, review, dan konsultasi yang 

standarnya telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP). Unsur-unsur SPM yang ditetapkan yaitu 

independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan 

profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi. 

Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesionalnya bertanggung jawab 

mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik dalam pemenuhan 



tanggung jawab wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam memnentukan 

hubungan profesionalnya, bahwa Kantor Akuntan Publik dan staf Kantor Akuntan Publik 

akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh kode etik. Kantor Akuntan 

Publik kompeten secara profesional, obyektif, dan menggunakan kemahiran 

profesionalnya dengan cermat dan seksama. Dalam penelitian ini difokuskan pada 3 unsur 

dari 9 unsur yang ada yaitu Independensi, Pengembangan profesional, Pemekerjaan. 

Kantor Akuntan Publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan standar profesi 

akuntan publik. Tingkat kepatuhan yang ada dari SPM dari KAP harus dalam standar yang 

cukup. 

D. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik TWIT Jl. Kelapa Kopyor Barat III 

Blok CG I no. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara menurut Arikunto (1996) merupakan dialog lisan yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang terwawancara. Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan terstruktur maupun tidak terstruktur untuk memperoleh 



informasi yang lebih luas mengenai objek yang akan diteliti. Sumber data yang 

diperoleh dari informan sebagai berikut : 

a) Bapak Tendy Wato sebagai pemilik dari Kantor Akuntan Publik yang memiliki 

tugas dan wewenang dalam penerapan sistem pengendalian mutu audit di Kantor 

Akuntan Publik 

b) Ibu Ifen Tjhai sebagai partner audit yang juga sebagai auditor senior di Kantor 

Akuntan Publik dan memiliki tugas dan fungsi untuk sistem pengendalian mutu di 

setiap audit. 

c) Satu orang staff auditor sebagai auditor staff yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik TWIT. 

Wawancara dalam penelitian ini akan membahas topik yang berhubungan dengan 

penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik dan kesesuaian sistem 

pengendalian yang diterapkan di Kantorr Akuntan Publik dengan standar pengendalian 

mutu yang ditetapkan oleh Institu Akuntan Publik Indonesia. Topik dalam penelitian 

ini menggunakan beberapa elemen yang memengaruhi sistem pengendalian mutu yang 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yaitu: 

a) Independensi 

Auditor yang  bekerja di Kantor Akuntan Publik TWIT mempertahankan 

independensi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik secara 

rinci, Kode Etik No. 1, integritas, objektivitas, dan independensi. 

b) Penugasan Personel 

Penugasan akan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki tingkat pelatihan dan 

kahlian teknis untuk penugasan tersebut. Dalam proses penugasan tim perikatan, 



sifat dan lingkup supervisi harus dipertimbangkan. Pada umumnya, apabila 

personel yang ditugaskan semakin baik dalam kecakapannya dan berpengalaman, 

maka supervisi secara langsung terhadap personel tersebut, semakin tidak 

diperlukan. 

c) Konsultasi 

Auditor Kantor Akuntan Publik TWIT memperoleh informasi yang memadai 

sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, 

dan pertimbangan yang memadai. Sifat konsultasi akan tergantung atas beberapa 

faktor, antara lain ukuran Kantor Akuntan Publik dan tingkat pengetahuan, 

kompetensi dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf pelaksana perikatan. 

d) Supervisi 

Pelaksanaan perikatan Kantor Akuntan Publik  Tendy Wato & Ifen Tjhai memenuhi 

standar mutu yang ditetapkan. Ruang lingkup pengawasan dan peninjauan sesuai 

dengan kondisi tertentu, tergantung pada beberapa faktor, antara lain kompleksitas 

masalah, kualifikasi staf bisnis, dan ruang lingkup konsultasi yang ada, dan 

digunakan tanggung jawab Kantor Akuntan Publik untuk menetapkan prosedur 

mengenai supervisi berbeda dengan tangguhnhg jawab staf secara indivifual untuk 

merencanakan dan melakukan supervisi secara memadai atas perikitan tertentu. 

e) Pemekerjaan 

Semua staf profesional Kantor Akuntan Publik TWIT memiliki karakteristik yang 

tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. 



f) Pengembangan profesional 

Auditor memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka 

memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan 

merupakan sarana bagi Kantor Akuntan Publik untuk membekali personelnya 

dengan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugasnya dan mendorong 

pengembangan profesionalnya di Kantor Akuntan Publik. 

g) Promosi 

Semua auditor terseleksi untuk promosi memilliki kuallifikasi seperti disyaratkan 

Kantor Akuntan Publik untuk lapos tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik 

promosi personel akan berakibat terhadap mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik. 

h) Penerimaan dan keberlanjutan klien 

Kantor Akuntan Publik akan menerima atau melanjutkan perikaatan dengan klien 

yang manajemennya tidak memiliki integritas. 

i) Inspeksi 

Kantor Akuntan Publlik Tendy Wato & Ifen Tjhai telah menerapkan unsur-unsur 

pengendalian mutu secara efektif. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan 

dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan manajemen 

Kantor Akuntan Publik. 

2. Observasi 

Menurut Sugiyono (2014) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Menurut Riyanto 

(2010) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 



pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi adalah pengumpulan 

data dengan cara melihat atau mengamat keadaan secara langsung yang dapat membuat 

dan menambah penjelasan tentang penelitian tersebut. 

3. Dokumentasi 

Menurut (Sugiyono, 2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi 

adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data-data 

yang berada di Kantor Akuntan Publik yang tersedia dalam bentuk gambaran umum 

Kantor Akuntan Publik dan visi misi dari Kantor Akuntan Publik. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menjelaskan dan 

mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Teknik data analisis deskriptif yang digunakan 

ada 2 yaitu deksriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif 

Teknik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memilih, merangkum, dan mendekripsikan data atau informasi yang telah diperoleh 

dari informan yang kemudian difokuskan berdasarkan masalah yang akan diungkap 

tentang kebijakan Kantor Akuntan Publik dalam mempertimbangkan penerapan unsur-

unsur pengendalian mutu dalam setiap audit. 



2. Menyajikan data tentang sistem pengendalian mutu yang dilakukan oleh Kantor 

Akuntan Publik TWIT, data ini disajikan dalam bentuk uraian singkat yang 

dideskripsikan dalam bentuk naraatif. 

3. Membandingkan data yang diperoleh berdasarakan hasil wawancara dan dokumentasi 

mengenai penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik TWIT 

dengan kajian teori yang ada. 

4. Menyajikan data tentang perbandingan penerapan sistem pengendalian mutu di 

Kantor Akuntan Publik TWIT dengan kajian teori yang ada ke dalam bentuk uraian 

singkat yang dideskripsikan dalam bentuk naratif dan tabel. 

5. Penarikan kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan hasil 

perbandingan dan analisis data mengenai kesesuaian penerapan sistem pengendallian 

mutu di Kantor Akuntan Publik TWIT dengan kajian teori yang ada. Jika ditemukan 

ketidaksesuaian akan di analisis dan di cari penyebab atau bagian mana yang 

menimbulkan tidak sesuai. 

Teknik analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan adalah penarikan kesimpulan tingkat 

kepatuhan dengan acuan pedoman konversi sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑡𝑢
× 100% 

Tingkat kepatuhan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik terhadap sistem 

pengendalian mutu standar yang dibuat oleh IAPI dapat di identifikasikan dengan pedoman 

konversi. Pedoman konversi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 



Pedoman konversi 

Skor Perolehan Tingkat Penugasan/Kepatuhan 

90-100 Sangat Tinggi 

80-89 Tinggi 

65-79 Cukup 

55-64 Rendah  

0-54 Sangat Rendah 

Sumber: (Nurkancana, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV  

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dalam sub bab ini peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian studi dengan metode 

analisis deskriptif yang menjelaskan kondisi dari sistem pengendalian mutu pada Kantor 

Akuntan Publik TWIT. 

1. Independensi 

Independensi menjelaskan bahwa semua staf profesional setiap lapis organisasi harus 

mempertahankan independensi seperti yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. 

Independensi di Kantor Akuntan Publik TWIT dilaksanakan oleh semua auditor yang 

bekerja secara fakta dan penampilan. Secara fakta audior bersikap bebas, jujur, dan objektif 

dalam melaksanakan penugasannya. Hal ini berarti audtior tidak memihak siapapun dalam 

menyatakan pendapatnya dan mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar 

pemberian opini audit. Secara penampilan untuk semua auditor yang bekerja harus 

menghindari hubungan baik dengan klien seperti hubungan keluarga, keuangan, dan lainnya 

yang dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak lain terhadap independensi dari auditornya. 

Hal ini sudah merajuk pada teori yang ada maka Kantor Akuntan Publik TWIT sudah sesuai 

dengan aturan yang ada. 

 

Pada pelaksanaannya staf auditor di Kantor Akuntan Publik TWIT sudah melaksanakan 

sikap independensi dengan baik dengan menggunakan pakaian rapi dan sopan begitu juga 

setiap auditor tidak mementingkan kepentingan tersendiri. Seperti klien yang ada berhubungan 



keluarga dengan staf auditor maka auditor itu tidak ditugaskan dalam inspeksi audit untuk 

menghindari adanya kepentingan sendiri yang dapat menimbulkan hilangnya kode etik auditor 

dalam bidang independensi. Dalam sisi tali persaudaraan atau kekeluargaan Kantor Akuntan 

Publik ini tidak memiliki hubungan keluarga dengan klien. Begitu juga dengan hubungan 

keuangan tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan kliennya masing-masing. 

Tetapi ada 1 klien yang di dalam bagian keuangannya ada mantan karyawan dari KAP Tendy 

Wato & Ifen tjhai yang menurut peneliti ini membuat kurangnya independensi yang berlaku. 

Lalu dalam hal gratifikasi atau penerimaan yang di dapat auditor, hal kecil yang kemungkinan 

juga berpengaruh dalam independensi yaitu pemberian makanan ataupun uang makan dalam 

proses inspeksi audit oleh klien yang di audit, menurut peneliti ini juga dapat berpengaruh 

terhadap tingkatan independensi yang ada. Independensi di KAP Tendy Wato & Ifen Tjhai 

hanya berbentuk tanda tangan dalam form pada setiap penugasan audit, tidak ada penilaian 

lebih lanjut yang mengawasi independensi auditor masing-masing yang seharusnya menurut 

standar yang ada, adanya peniliaian dalam masa waktu kerja yang biasanya dilakukan setelah 

masa penugasan audit itu selesai. Kurangnya pengawasan juga berpengaruh terhadap 

independensi. Dalam hal ini independensi yang di terapkan di Kantor Akuntan Publik TWIT 

belum berjalan dengan baik atau belum maksimal. 

Kualifikasi auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik TWIT terdiri dari: Mempunyai 

pengalaman sebagai auditor kurang lebih 1 tahun, memiliki pelatihan teknis yang cukup 

sebagai auditor, menggunakan keahlian profesionalnya sebagai auditor, memiliki sikap 

independen pada mentalnya. Dalam hal ini peneliti menemukan  

a) Adanya perusahaan yang diaudit oleh auditor yang sama dalam kurun waktu lebih dari lima 

tahun.  



b) Adanya surat pernyataan independensi yang dibuat sebelum penugasan.  

c) Adanya form independensi setelah penugasan dan juga ada form checklist independensi 

pada setiap penugasannya.  

d) Adanya hubungan dengan klien yang dimana mantan karyawan yang sebelumnya bekerja 

pada KAP TWIT sekarang menjadi klien yang perusahaannya di audit oleh KAP TWIT.  

e) Ada juga hubungan KAP dengan klien yang lebih dari 5 tahun.  

Jadi secara keseluruhan dalam unsur independensi baru diterapkan sebagian. 

2. Pemekerjaan (Hiring) 

Kualifikasi untuk calon auditor di Kantor Akuntan Publik TWIT yaitu: 

a. Mempunyai pengalaman teknis yang cukup, minimal S1 atau D3 Akuntansi 

b. Mempunyai pengalaman kerja asisten audit, minimal 1 tahun 

c. Mempunyai kemampuan analitis dan judgmental 

d. Mempunyai kemahiran memimpin dan komunikasi 

e. Mempunyai kemampuan dalam menjaga hubungan dengan klien 

f. Mempunyai sikap mental pribadi dan profesional 

Kualifikasi yang dibuat oleh KAP beberapa sudah cukup diterapkan, tetapi dalam prakteknya 

ditemukan yaitu: 

(1) Ada beberapa karyawan atau staff yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang sudah 

distandarkan oleh KAP.  

(2) Penyebaran perekrutan yang belum tersebar dengan baik.  



Dalam aspek pemekerjaan KAP kurang menerapakan pengendalian mutunya dengan baik 

dikarenakan kekurangan staff dan kurangnya promosi yang lowongan kerja KAP yang tidak 

tersebar dengan baik, yang akhirnya membuat siapa saja yang melamar kemungkinan besar 

untuk diterima dengan tidak memenuhi semua persyaratan yang ada. 

3. Pengembangan Profesional  

Pengembangan profesional diberikan Kantor Akuntan Publik TWIT melalui pelatihan dan 

seminar. Pelatihan yang diberikan pelatihan audit, perpajakan, sistem informasi. Auditorya 

juga mengikuti seminar-seminar resmi dari IAPI yang membuat auditor tidak tertinggal dengan 

informasi-informasi yang baru mengenai Standar Profesional Akuntan Publik. Seperti yang 

sudah dituliskan dalam bab sebelumnya Kantor Akuntan Publik TWIT termasuk kedalam 

ukuran bentuk KAP persekutuan perdata atau firma, karena Kantor Akuntan Publik ini 

dibangun oleh 2 orang sebagai partner, yang mana jika pemilik KAP ini didirikan 2 orang atau 

lebih termasuk kedalam Kantor Akuntan Publik yang besar. Dalam prakteknya auditor juga 

harus mengikuti seminar-seminar secara mandiri, untuk mengikuti seminar-seminar yang baru 

terkadang hanya beberapa orang yang dipilih untuk mengikuti seminar, lalu disosialisasikan di 

kantor. Pengembangan profesional yang diterapkan di Kantor Akuntan Publik TWIT sudah 

cukup terlaksana dengan baik tetapi tidak adanya biaya yang dikhususkan untuk 

pengembangan profesional di Kantor. Biaya yang dipakai akan dikeluarkan jika ada seminar-

seminar atau pelatihan yang penting. Staf auditor diberikan ketentuan untuk memiliki 40 jam 

pelatihan. Begitu juga dengan pelatihan yang dilakukan di kantor (on the job training) hanya 

dilakukan dengan seadanya, bersamaan dengan masuknya staf baru dilakukan pelatihan sambil 

bekerja. Tidak ada waktu yang dibuat atau dikhususkan untuk pelatihan para staf barunya. Staf 

auditor bisa memenuhi persyaratan yang ada dengan melakukan seminar mandiri diluar dari 



seminar yang diadakan kantor. Kurangnya pengendalian mutu yang dilakukan dalam 

pengembangan profesional para stafnya itu sendiri. 

a) Kantor Akutan Publik Tendy Wato & Ifen Tjhai memberikan pelatihan atau training dan 

seminar dari IAPI untuk mengembangkan profesionalitas auditornya. Dengan adanya 

pelatihan audit, perpajakan, sistem informasi, dan accurate accounting sistem dapat 

menambah profesionalitas bagi auditornya. Sehingga auditor juga mendapatkan informasi 

terkini dalam standar profesional yang didapat dari seminar-seminar yang ada.  Seminar 

yang diberikan minimal 3-4 setiap tahunnya. 

b) Ada beberapa seminar yang hanya diikuti beberapa staf yang dipilih lalu disosialisasikan 

di kantor untuk mengurangi biaya atau anggaran yang dikeluarkan. 

c) Karyawan lainnya disarankan untuk mengikuti seminar mandiri untuk mendapatkan 

sertifikat. 

B. Pembahasan 

Sistem pengendalian mutu yang ada di suatu Kantor Akuntan Publik dengan 3 unsur yang 

dibahas yaitu: 

1. Independensi 

Dalam unsur independensi Kantor Akuntan Publik TWIT belum konsisten dalam 

menerapkan pengawasan terhadap karyawannya. Banyaknya hal-hal kecil yang 

memengaruhi kurangnya independensi, seperti mantan karyawan, pemberian makanan 

oleh perusahan, tidak adanya kajian ulang setelah melakukan surat pernyataan 

independensi. 



2. Pemekerjaan (hiring) 

Pemekerjaan mengatur tentang kualifikasi untuk calon karyawan yang akan diterima, cara 

menginformasikan kebijakan Kantor Akuntan Publik ke calon karyawan, dan program 

untuk memperoleh auditor berkemampuan. 

Pelatihan audit, audit intern dan perpajakan juga diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik 

TWIT untuk memperoleh auditornya yang profesional. Informasi mengenai kebijakan dan 

prosedur Kantor Akuntan Publik diinformasikan ke pelamar saat sesi wawancara. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemekerjaan di Kantor Akuntan Publik TWIT sudah sesuai. 

Pada pelaksanaannya Kantor Akuntan Publik TWIT melakukan perekrutan dengan standar 

yang ada tetapi kurang sesuai dengan apa yang telah dibuat. Pelamar mengirimkan CV 

setelah itu akan di wawancara untuk mempertimbangkan pelamar tanpa mengisi formulir 

apapun. Pelamar harus memiliki kriteria yang sudah dibuat oleh Kantor Akuntan Publik 

TWIT. Dalam kenyataannya pelamar yang di terima di kantor ini tidak harus memiliki 

semua standar yang ada yang tertera yang sudah dibuat oleh AP. HRD juga tidak 

mempertimbangkan kemampuan akademis, catatan kriminal dan hutang, dan juga Kantor 

Akuntan Publik TWIT menjelaskan bahwa pelamar harus independen dan tidak ada 

kepentingan pribadi. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti ada beberapa orang yang 

tidak memiliki gelar D3/S1 Akuntansi, yang berarti pengendalian mutu dalam penerimaan 

karyawan tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini seharusnya ada persetujuan tambahan 

yang dibuat oleh karyawan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditandatangani dan 

disetujui oleh managing partner, agar tidak adanya kepatuhan yang dilanggar dalam hal 

pengendalian mutu. Dalam unsur pemekerjaan atau hiring sebagian telah diterapkan 



dengan baik tetapi beberapa standar dalam hal pemekerjaan masih belum terlaksana dengan 

sepenuhnya. 

3. Pengembangan Profesional 

Pengembangan profesional merupakan sarana bagi Kantor Akuntan Publik untuk 

memberikan kepada auditornya pengetahuan memadai untuk memenuhi tanggung jawab 

mereka dan kemajuan karier di Kantor Akuntan Publik. Beberapa seminar sudah diikuti 

oleh Kantor Akuntan Publik TWIT. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dilakukan sesuai 

standar. Dalam unsur pengembangan Profesional sebagian telah diterapkan dengan baik 

tetapi beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik. 

4. Tingkat Kepatuhan Sistem Pengendalian Mutu 

Tingkat Kepatuhan setiap unsur yang diteliti : 

Independensi :  
3

5
× 100% = 60% (Rendah) 

Pemekerjaan : 
1

3
× 100% = 33,37% (Sangaat Rendah) 

Pengembangan Profesional : 
2

4
× 100% = 50% (Sangat Rendah) 

Sesuai pedoman konversi menurut Nurkancana: 

Skor Perolehan Tingkat Penugasan/Kepatuhan 

90-100 Sangat Tinggi 

80-89 Tinggi 

65-79 Cukup 

55-64 Rendah  

0-54 Sangat Rendah 



 

Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik TWIT dalam 

unsur independensi dengan angka 60% yang masuk dalam kelas Rendah, pemekerjaan 

33,37%, dan pengembangan profesional dengan angka 50% yang masuk dalam kelas 0-54 

dikategorikan dalam tingkat kepatuhan Sangat Rendah. 

  



A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi atas penelitian yang dilakukan di Kantor Akuntan Publik TWIT, 

maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian mutu yang diterapkan oleh Kantor 

Akuntan Publik TWIT sebagian besar sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Institut 

Akuntan Publik Indonesia. Hanya di 3 aspek yang kurang berjalan dengan baik yaitu 

independensi, pemekerjaan (hiring), dan pengembangan profesional. Independensi yang ada 

di Kantor Akuntan Publik TWITi kurang berjalan dengan baik karena adanya masalah dalam 

lama masa audit yang dilakukan dan juga ada mantan karyawan KAP dalam salah satu klien 

begitu juga dengan adanya gratifikasi atau pemberian makanan dalam setiap inspeksi audit 

yang kemungkinan memengaruhi independensi. Dalam pemekerjaan kurangnya berjalan 

sistem pengendalian mutu dikarenakan kebutuhan kantor dalam melaksanakan jasa dengan staf 

yang memadai, jadi beberapa standar-standar yang diperlukan untuk pelamaran kerja tidak 

harus dipenuhi semua syaratnya. Dalam pengembangan profesional yang peneliti teliti ada 

permasalahan dalam hal pelatihan dan seminar yang dimana Kantor Akuntan Publik TWIT 

tidak menyiapkan biaya untuk pelatihan dan seminar. Pelatihan di kantor (on the job training) 

dilakukan seadanya bersambilan dengan staf baru bekerja. Staf-staf yang ada untuk memenuhi 

SKP yang ditentukan harus mengikuti seminar secara mandiri, seminar dari internal yang 

dilakukan KAP memilih beberapa orang untuk mengikuti seminar yang kemudian 

disosialiasikan di kantor. Secara keseluruhan pengendalian mutu yang diterapkan di Kantor 

Akuntan Publik TWIT sudah berjalan dengan lancar dan cukup baik. Hanya dalam 3 aspek ini 

sistem pengendalian mutu kurang diterapkan dengan baik. Berdasarkan hasil dari tingkat 

kepatuhan yang telah dihitung, sistem pengendalian mutu dalam unsur independensi, 

pemekerjaan, dan pengembangan profesional yang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik 



TWIT dapat dikategorikan dalam kepatuhan cukup rendah. Yang menjelaskan bahwa standar 

yang dimiliki KAP TWIT dalam unsur ini belum sesuai dengan standar yang ada. 

B. Saran 

Saran bagi kantor yang peneliti teliti, peneliti berharap agar adanya perubahan sistem 

pengendalian mutu yang membuat kantor ini menjadi lebih baik dan lebih teratur. Dalam 3 

aspek yaitu independensi, pemekerjaan, dan pengembangan profesional. Peneliti berharap agar 

penelitian yang telah dilakukan ini berdampak bagi kantor. Peneliti berharap adanya perubahan 

pengendalian mutu yang signifikan yang dapat menambah kepercayaan publik dalam 

menggunakan jasa audit di KAP TWIT. Diharapkan ada peningkatan kualitas mutu yang 

membuat KAP TWIT lebih baik dapat menjalankan semua unsur dengan berkualitas. 

Saran ini diberikan oleh peneliti karena peneliti sadar bahwa penelitiannya masih sangat jauh 

dari kesempurnaan, karena ada batasan waktu dan berbagai hal yang berada diluar variabel 

penelitian ini. Peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang 

lebih baik, menyeluruh dan lengkap. 

Bagi peneliti selanjutnya jika menggunakan topik yang sama peneliti mengharapkan 

menambahkan indikator pengukuran yang lain dan lebih luas, tentunya menggunakan Standar 

Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yaitu: 

auditing, atestasi, jasa akuntansi dan review, dan jasa konsultasi. 
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